
 

                      

BUPATI JAYAPURA 
PROVINSI PAPUA 

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA 
NOMOR 188.4/284 TAHUN 2022 

TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN 

BARANG/JASA DI KABUPATEN JAYAPURA 

 

BUPATI JAYAPURA, 

Menimbang  :  a.  bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa 
Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum 
kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi 

permasalahan hukum terkait pengadaan barang dan jasa; 

b. bahwa agar pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan  

Barang/Jasa dapat diberikan secara efektif dan efisien perlu 
dibentuk tim; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud 

pada huruf a dan huruf b,  perlu ditetapkan  Keputusan 
Bupati tentang Pembentukan Tim  Pelayanan Hukum Bagi 

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Kabupatyen Jayapura; 

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2907);  

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

 Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
 Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
 Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2          

Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 6697); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6673); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor  12 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021       
Nomor 63); 

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan 
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 60); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                   
Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7); 
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14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura        
Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jayapura Nomor 36); 

15. Peraturan Daerah Nomor  6 Tahun 2021 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura   Tahun 2021 

Nomor 1); 

16. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura 
Tahun 2021 Nomor 78); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  

KESATU  : Tim Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa 

di Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan 
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Tim Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KESATU bertugas: 

1. membantu dan memberikan pelayanan hukum kepada 

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi 
permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa; 

2. pelayanan hukum sebagaimana dimaksud  pada angka 1 
(satu) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap 
putusan pengadilan; dan 

3. pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 
(satu) dikecualikan untuk penyedia, ormas, kelompok 
masyarakat penyelenggaraan swakelola dan pelaku 

usaha yang bertindak sebagai agen pengadaan. 

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini bebankan pada Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura 
Tahun Anggaran 2022. 
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KEEMPAT : Keputusan ini di mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
   

Ditetapkan di Sentani 
pada tanggal 30 Mei 2022 

    

        BUPATI JAYAPURA, 

                                                                                    ttd 

          MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si 

 

    salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
                KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
                   PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
 
 
 
                     THIMOTIUS TAIME, SH 
                             PENATA TK. I 
                 NIP 19840612 201004 1 003 

     SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Gubernur Provinsi Papua; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura; 

3. Inspektur Kabupaten Jayapura; 

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura; 

5. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Jayapura 

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/284 TAHUN 2022 

TANGGAL  30 MEI 2022 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU 

PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN JAYAPURA 

NO NAMA 

 

JABATAN DALAM 
TIM 

1 2 3 

1. THIMOTIUS TAIME, SH 
KOORDINATOR 

2.  NOFALIN DJALALI, S.Si ANGGOTA 

3. 
AGUS KURNIAWAN, A.Pt., MM., CPSp., 
CPCLE.,CPLC ANGGOTA 

 

        BUPATI JAYAPURA, 

                                                                                       ttd 

           MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si 

 

  salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
                KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
                   PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
 
 
 
                     THIMOTIUS TAIME, SH 
                             PENATA TK. I 
                 NIP 19840612 201004 1 003 
 
 


